BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR 283 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR 125 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS
STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa adanya penambahan Anggaran pada Dana Alokasi
Khusus (DAK) di beberapa Instansi Pemerintah Daerah
serta adanya kenaikan harga pasar mengakibatkan harga
yang tercantum pada Keputusan Bupati Tebo Nomor 125
Tahun 2025 Tentang Tentang Standar Harga Satuan,
Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja Dan Harga
Satuan Pokok  Kegiatan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Tebo tahun Anggaran 2025 tidak lagi sesuai,
maka perlu merubah Keputusan Bupati Tebo Nomor 125
Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya
Umum, Analisis Standar Belanja Dan Harga Satuan Pokok
Kegiatan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo tahun
Anggaran 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4)
Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2024 Tentang
Standar Harga Satuan dimana perubahan dan
penambahan komponen barang dan jasa perlu dilakukan
penyesuaian standar harga satuan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6624);
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Memperhatikan :

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun

2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021
Nomor 16);

3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2024 Tentang

Standar Harga Satuan



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR
125 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN,
STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BELANJA
DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN
2025

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 125
Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis
Standar Belanja Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Tebo tahun Anggaran 2025 sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana
tertera pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 11
Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI

AGUS RUBIYANTO



